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BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis diatas terdapat beberapa hal

pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Penulis menemukan adanya ketidaksesuaian antara regulasi terkait

legalisasi aborsi di Indonesia dengan implementasinya di masyarakat

seperti ketidakjelasan siapa yang berwenang membentuk tim

kelayakan aborsi di setiap fasilitas pelayanan Kesehatan,

ketidakjelasan mengenai pembentukan konselor yang ditugaskan

untuk melaksanakan konseling pra dan pasca Tindakan aborsi bagi

korban perkosaan. Lalu dalam implementasinya Tenaga Kesehatan/

Dokter masih dilema dalam melakukan Tindakan aborsibagi korban

perkosaan, karena dianggap melanggar kode etik dan Sumpah

Dokter.

2. Masyarakat masih banyak yang tabu mengenai hak-hak reproduksi

termaksud hak-hak bagi korban perkosaan, masih banyak wanita

korban perkosaan yang mengakses layanan aborsi illegal yang

dapat membahayakan nyawa ibu sendiri. Penulis juga melihat

implementasi Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi

tersebut mengenai batas agar usia kehamilan yang diberikan pada

ibu korban perkosaan yang hendak melakukan aborsi dirasa kurang

dan perlu dikaji kembali hal ini bertujuan agar apa yang menjadi

tujuan pemerintah untuk menjaga dan melindungi hak-hak dasar

manusia berupa kesehatan reproduksi sebagai amanat konstitusi

negara dapat terealisasikan.

5.2 SARAN
1. Penulis merasa bahwa pemerintah harus melakukan pengkajian ulang

terhadap regulasi aborsi atas indikasi medis dan korban perkosaan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
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2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan

Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan

Akibat Perkosaan terutama terkait batas waktu yang diberikan

pemerintah bagi ibu korban perkosaan yang hendak melakukan aborsi,

yaitu dengan memperpanjang batas syarat usia kehamilan maksimal

dibolehkannya aborsi, dari maksimal usia kehamilan 6 minggu

menjadi 24 minggu sebagaimana anjuran yang dikeluarkan oleh

WHO.

2. Penulis merasa bahwa peran Dinas Kesehatan harus lebih maksimal

dalam melakukan pemantauan, pelaporan, evaluasi dalam bidang

medis dan mencegah seorang wanita yang akan melakukan aborsi

dalam indikasikedaruratan medis dan indikasi korban perkosaan dari

praktek aborsi yang illegal dan tidak aman dan tidak sesuai dengan

Peraturan Perundang- undangan.

3. Pemerintah juga seharusnya melakukan penyuluhan pada setiap

daerah mengenai Hak-Hak Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi

darurat yang berguna untuk mencegah terjadinya kehamilan yang

tidak diinginkan, seperti perkosaan. Selain itu pemerintah harus

membuat payung hukum yang jelas bagi Tenaga Kesehatan yang akan

melakukan aborsi pada pasien korban perkosaan dengan membuat

pedoman atau petunjuk pelaksanaan (juklak) tentang pelatihan aborsi

bagi dokter dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes

RI kepada masing-masing Dinas Kesehatan Provinsi.
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